WALIKOTA SINGKAWANG -
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

~ NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA

. Menimbang  :

Mengirigat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'WALIKOTA SINGKAWANG,

. . bahwa piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi

karena hak untuk melakukan penaglhan sudah
kadaluwarsa dapat dihapuskan;

bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, tata cara penghapusan pajak yang
sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah;

.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa'

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar ‘Republik

Indonesia Tahun 1945;

.- Undang-Undang Nomor 12 __'.Tahun -2001 tentang

Pembentukan Kota Singkawang {Lembaran Negara:
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor ‘1 Tahun 2004 tentang

Perbéndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan Anfara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah = Daerah = (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);



Undang-Undang Nomor 28 Tehun 2009 ﬁentang Pajak Daerah :
- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonema Nomor 5049),

70 Unda.ng-l}ndang Nowmnor 23 Tah.m 2014 tentang Pemenntahau -
" “Daerah {Lembaram Negara Republik Indenesia Tahun: 2014
" Nomor 244, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia |

“Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk o

o - Nomor 5587) sehagaimana telah beberapa kali. diubah, terakhir =

- .dengan ‘Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

. - Perubethan Kedua atas Undang—Unﬂang Nomor 23 Tahun 2014

" tentang  Pemcrintshan Daerah (Lembaran Negara Republik =~
- “Indanesia Tahun 2015 Nomor 58, ‘I’amhalmn Izmharan Negam
. Repubhk Indonesia: Nomor 5679), : : '

8 -_'-:-'IQ:Undang—Undang Nomur 30 'Dahun 2014 tentang Admnusu'am

. 2014 Nomor 292, Tambahan - ‘Lembaran Negara Repubhk -
-.__-_;.:mdoneazaﬂomnrsaou,_ S

B Pemmran Pemerintah Homor 14 ‘I‘ahun 2005 tcntang Tata
i Cara. Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara

hag;umana telah  diubah . dengan Peraturan Pemerintah

- “Pemerintahan (Lembaran Negars  Republik Indonesia Tahun x

“Republik - Indonesia. Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembamn Ncgara Repuhhk Indonesia Homcr "44R8). -

~:Nomor 33 Tahun 2006 -tentang Perubahan ‘Atas Peratutan

Pememtah Nomor 14 Tahun 2005 teritang  Tata. Cars |

- Lembaran Negara. Republik indonicsia Nomor 4652);

Peratumn Pemenntah Numcr 58 Tahun ~2005. tentang -
_*—-Péngelolaan Keuangan Daersh (Lembaran Negars Republilc:
‘Indonesia: Tahun 2005 Nomor' 140, Tambahan, Lembaran ;
' éga.m Repubiik Indxmm Nmnm' 4578], | . '

"?eramran Pemerintash. Nomor 71 ’I‘almn 2010 tcnﬁaug Standar

Akuntansl Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tndonesin
“Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara chuhhk o
“Indonesia Nﬂmm' 5165), -

=Pe_ratumn Pemenntsh Nomer 12 Tahun 2017 tcnhang -
" Pembinaan’. den Pengawasan Penyelenggaraan. Pemerintahan. -
Jaerah . [Lemb.iran Negura. Repubhk Indonesia Tabun 2017
- .-Nomor . 73, Tambahan mmbaran Nega.ra Repubhk Indoncma |
,ﬁ{-'Namor 6041);

Pm'aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabhun 2006 tentang e

'berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalamn
egeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Kedua Atas

Pedoman : Pengelolaan - Keuangan . Daerah  (Berita . Negara o
'ublﬂ{mdonema’rahunzon Numotam), o

"':'f.;Penghapusan Piutang Negara/Daerah {Lembaren ~Negara .
“Republik  ‘Indonesia’ Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan o

'Pédoman -Pengelolaan- Keuangan' Dasrah sebagaimans telah

craturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tabun 2006 tentang ~ ~ .




Menctaplmn :

14,

15.

16,

17.

- 18.

PERATURAN WALIKQTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarmyn

Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

' Nemor 480),

Pemturan Dacrah Nomor 2 Tehun 2008 tentang Pnkuk—~Pokuk
Pengelolaan - Keuangan Daerah {Lembaran Daerah  Kola
Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Dagrah Kota Singkawang Nomor 11};

Peraturan Dacrah Nomor 11 Tuhun 2010 tcntan,g Pajak Daerah
{Lembaran Daerah Kola Singkawang Tahun 2011 Nomer 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Dangunan Perdesaan dan Perkotesn {Lembaran Daerah
Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Singkawasng Nomor 38};

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tenteng Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Singkawang Nomor 51); _

MEMUTUSKAN:

PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
YANG SUDAH KADALUARSA.

BARI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dlmaksud dengan ;

1.
2.

o oA W

N

Daersh adalsh Kota Singkawang

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah scbagai unsur
penyelenggara  Pemerintaban  Dgerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemenntahan yang mengadx kewenarigan
daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Singkawang.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kota Smgkawang
Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota
Singkawang

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adgigh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagal

Bendahara Umum Daerah.




Pajak Burm dan Bangunan Perﬂesaan dan Perkotaan yang

- selanjutnya - disingkat PBB-P2 adalah pajakk atas bumi

_ dan/atau = baungunon yang - dimiliki, dikuasai dan/atan
- dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kmﬁasan

© 0. |
L _dismgkat 8FPT adalah  Surat yang digunakan untuk

memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangurnian

~ Perdesasn dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pgjak. .

Surat Ketetapan Pajal. Daernh Kurang Bayar yang Belanjutnya
‘disingkat” SKPDKB adalah surat kctctapan pajak yang

12,

14,

1a.

16.

yang digunakan -untuk kegxatan usaha perkebunan,

~peshutanan dan pertambangan

_Surat Kemtapan FPajak Daerah y-:mg selanjuimya dlsingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak  yang menentukan
_ besamya Jumlah pokok pajuk yang {erulang.

Surat Pembentahuan Pa;ak Terutang yang selanjumya

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah  kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pekol pajak, besarnya

'_aanket adm{mstrauf dan jumlah pajak yang mamh harus
dibayar. - -

Surat Ketetapan Pﬂjﬂk Daerah Kurang Bayar Tamhahnn yang
sclanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak.

yang menentukan tambehan. atas jumlah pajak yang: tzlah
- ditetapkan. :

13

Surat Tagthan Pajak Daerah yang selanjuinys d:smgkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/a_tau sankm
‘administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembeiulan adalah surat kﬂputusan yang

membetulkan kesalaghan tulis, kesalahan hitung, dan/atsu
kekeliruan dalam penerapan keientuan tertentu - dalem
peraturan perundang-undangan perpajakan deersh yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketclapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketstapan Pajak Dacrah Kumang Bayar

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, Surat

Ketetapan Pajak Deersh Lebih Bayar, Surmat Tagihan Pajak
Daserah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan,

Keberatan,

Surat Kﬁputm‘;&n Keberatan adalah surat keputusan atae
keberatan  terhadap Surat Pemberitahuan Pajek Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajuk Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar -

. Tumbahan, Surat Ketetapan Pajak Daeratr Nihil, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, atan terhadap pemotongan atau. pemungutan oleh
pihalt ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. : .
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding ferhadap Surat Kepumsan Keberatan yang dtajukan '
oleh Wajib Pa_;ak. ' , :




(1)

_ BABII
PENGHAPUSAN PIUTANG FBB P2 '
Pasal 2

Pmta;ng PBB-P2 adalah pmtang PBB-P2 yang muncul akibat

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan .

 dalam bentuk:

_._(2)

(1)

@)

{3)

@

meoap g

a. SKPD;
SKPDKB;
SKPDKBT;
STPD;
SPPT; dan
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan

dan Putusan Banding yang menyebabkan Jum]ah pajak-
yang harus dibayar bertambah.

Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan .seba.gmmana.' |
dimaksud pada ayat {1} adalah piutang pajak yang tidak .

mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penag!han .
sudah kadaluarsa. : -

BAB I

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu
Penelitian Pintang PBR-P2
Pasal 3

Badan wajib melakukan pencliian administrasi terhadap

piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2] - "

yang hasilnya d:ttuﬂngkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian
Piutang PBB-P2 ‘

Penglitian administrasi aebagainmn dimaksud pada ayat {1}
adalah penelitian terhadap Wajib Pajak berdasarkan daftar.

data/ketetapan PBB-P2, laporan penerimasn PRE-I2 harian, |
bulanan atau tahuna.n, dokumen berupa Surat Ketelapan

Pajak atau Surat Keputusan, untuk memastikan piutang PBB-
P2 tersebuil sudah kadaluarsa dan tidak ada tindakan yang
membuat kadaluarsa penagihan PBB-P2 tersebut teriangguh
serta perhitungan piutang PBG-P2 yang alsan dihapuskan,

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)

dilakukan oleh Bidang PBB dan BPHTE atau oleh Tlm yang -

dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Berita Acara Hasil Penelition Piutang PBB-P2- sebagmmana -
dimaksud pada ayat {1} berlsl mengenai keadaan Waijib Pajak
dan piutang PBB-F2 yang bersangkutan sebapai dasar untuk
menentukan besarnya piutang PBB-P2 yang tidak dapat dltaglh |
lagi dan diusulkan untuk dihapuskan. ,




i)

Baaxan Kedua '

Penyusunan Daftar Penghapusan Pmta.ng FBB—PZ

Pasal4

Berdasarkan Berita. Acara Hasil Penehttan Pmtang PBB-PQ .
‘ssbagaimana  dimuksud dalam pasal 3 avat (i), Badan

menyusun dafiar usulan penghapum piutang PBB-P2 schagai ‘

bahan usulan pcnghnpuaan pmmng FBB-P2,

Daf:a: usulan penghapusan piutang PBB«PQ aebagaxmanafl-
dimaksud dalam ayat {1) memuat rekamtulas: sebam benkut,

a. nama Wagzb Pa_.yak;
'- alamat Wajib Pajak;
jenis pajak; o
masa pauak/tahun pajak
_ Nnmor Pokok WB:ilb Pa_;ak / Nomor Oh_jek Pajak

nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pa;ak atau Surat
' Keputusan aebagannana dxmaksud dalam Pasaj 2 ayat (1),t
dan- - |

] 3 jumiah pmtang pajak y&ng akam d!hapus}ran

Bagian Ketlga

Penga_;uan Usuian Penghapusan Piutang PBB-P2

Faaa! 5

~ Daitar nsulan penghapusan pmtang PBB—P2 sebagaimana dlmaksud a
- dalam Pasal 4 disampaikan oleh Kepala Badan kepada PPKD dengan

-_ mclampn-kan Berita Acara Hasil Penelitian men g PBB-P2

Paaase'

JBerdaaarkan daﬂar uaulnn penghapuaan pmtang FEB-PZ

o sebagaimana dimaksud da}am Pasal 5 PPKD mclakukm penehuan .
terhadap: _

R S

b

(1)

“dan

“Jumlah piutang PBB-PS! yang - diusnlkan dcngan Junxlah
- pintang yang lemiitat d'alamka.adacrah : o

Bagian Keempat o

O Keputusan Penghapnsan Pl_utang PBB-P2

. Pasai?

Jika berdasarken hasil penclitian sehagmmana dimaksud
dulam Pasal 6, jumlah penghapusan plutang PRB-P2 tidak
lehih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lims milyar ruplah) untuk SR

setiap  ketetapan  pajak, PPKD mengajukan usulan

penghapusan pmtang_ PBB-P2 kepada Wahkota melalm -

| Se}n'ctana Daerah;:

Klasifikast i piutang PBB—P2  yang diusmkan untuk dmapuskan o




(2) Berdasarkan usulan dari PPKD sebagaxmana dimaksud pada ayaL (1},.

Wahknfa mmetapkan chutu';an tenfang Pcﬂg}mpuam1 Piufan g PBB-P2

Pasal 8

; “rupiah ] untuk eetmp ketetapan pajak, maks ;

a. PPED membuat surat permohonan persetujuan penghapusan p:utang |

: PBB P2 yang ditandatangani oleh Walikota kepada DPRD;

mengdjukan usulan penghapusan piutang PDBD-P2 kepddd wammfa
| me:lalu.l Sekretaris Daerah; dan _ :
: . berdasarkan usulan dari PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf b,

PBO-P2.

- Pasal9

. dimaksud dalam Pasal 7 ayat. (2) dan Pasal 8 huruf ¢, paling sedikit memuat :
| ﬂ nama Waijib Pajak;
b, alamat Wajib Pajuk;

c. jenis pajuk;

~ d, masa pajak/iahun pajal;
' .. e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah / Nomor Objck Fajak;
f, nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan yang
R menjadi dasar piutang pajak; dan
| .:{"f g jumlah pittang pajuk yaixg akan dihapuskan.

- Pasal 10

s f_'ij_i?:;Berdasarkan Keputusan Walikota scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
":.;::!;:(2) dan Pasal 9 huruf ¢, PPKD melakukan hapus tagih dan hapus buku atas

_;.j;':;pmtang pa_}ak daerah’ aesuz-u dengan standar akuntansi pemenntahan yang '_

| f;ij’ka berdasarkan hasnl peneliian sebagaimana dimaksud da]am Pasal 6, .
jumlah pcnghapusan piutang PBR-P2 lebily dari Rp,5.000. UGO 00 { Tima nuhrar. .

b apabila penghapusan piutang PBB-F2 diserujui oleh DPRD, ma.ka I’PK!} |

Walikota menetapkan Keputusan Waliketa fentang Penghapusan' Piutang

cnutusan Walikota tenlang penghapusan piutang PBB-F2 sebagiamaﬁ_

il



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Wa'."likota'_ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Singkawang. -

Ditetapkan si Singkawang
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd.
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 2 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd

BUJANG SUKRI
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

YASMALIZAR, S.H
NIP. 19681016 199803 1 004



